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Notaris rentan dimanfaatkan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan perjanjian lega
dan menyalahgunakan ketentuan kerahasiaan jabatan Notaris. Hal ini yang melatarbelakangi pembentukan
PP No. 43/2015 yang menetapkan Notaris sebagal salah satu Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat perbedaan pandangan tentang keabsahan
pemberlakuan PP No. 43/2015 terkait dengan hierarki PP No. 43/2015 yang berada di bawah Undang-
Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya. Namun konsep kerahasiaan jabatan saat ini tidak lagi bersifat
mutlak. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Pihak Pelapor
dan perlindungan hukum bagi Notaris akibat dibebankan tanggung jawab sebagai Pihak Pelapor. Bentuk
penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif analitis dan dianalisis secara
kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tanggung jawab Notaris sebagai Pihak Pelapor meliputi
penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada
PPATK, dan menyimpan dokumen terkait laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut. Bagi Notaris
yang melakukan tanggung jawabnya sebagai Pihak Pelapor tanpa adanya unsur penyalahgunaan wewenang
maka dijamin secara hukum kerahasiaan identitas dan perlindungan untuk tidak dapat dituntut baik secara
perdata maupun pidana.

...... Notary public isvery vulnerable for being utilized by money laundering crime's perpetrators by using
legal agreements and abusing confidentiality provisions of the position of notary public. This aspect became
the main reason of the establishment of GR No. 43 2015 establishing the Notary as Reporting Party in
Counter measure and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering. Thereisadifferencein
perspective of the validity of the enactment of the Government Regulation No. 43 2015 related to the
hierarchy of GR No. 43 2015, which is under the Notary Public Law and its changes. However, the current
concept of confidentiality term is no longer absolute in nature. This study aimed to find out the
responsibility of the Notary Public as Reporting party and the legal protection for the notary public dueto a
charged responsibility as Reporting party. Thisresearch is ajuridical normative with descriptive analytic
design and qualitative analysis method. This research result noted that the responsibility of the Notary asa
Reporting Party consists of implementing the principles of Due Dilligence, reporting Suspicious Financial
Transactionsto the PPATK, and storing related documents of Suspicious Financial Transactions reports. For
a Notary who does his her responsibility as a reporting party in the absence of the element of abuse of
authority, then legally guaranteed the confidentiality of the identity and legal protection of not to be
prosecuted either in civil or criminal court.
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